
 

WALIKOTA PADANG PANJANG 

PROVINSI SUMATERA BARAT 
 

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG 
NOMOR 22 TAHUN 2017 

 
TENTANG 

 
JABATAN PELAKSANA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA PADANG PANJANG, 
 

Menimbang      : a. bahwa dalam upaya mendukung penyelenggaraan manajemen 

Pegawai Negeri Sipil yang akuntabel, mempersiapkan formasi 
dan  pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, diperlukan jabatan 
pelaksana sebagai dasar dalam perencanaan dan penempatan 

pegawai; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, perlu   menetapkan Peraturan Walikota Padang 
Panjang tentang Penetapan Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai 
Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang. 

 
Mengingat      : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan 

Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi 
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1956 Nomor 19, Tambahan  Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 962); 
 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor  5234); 
 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 
 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 
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5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5887); 

 
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang  

Produk Hukum Daerah;  

 
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur 

Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan 
Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 1845);  
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 

2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri 

Sipil (Berita Negara Republik Indonesia  Tahun 2013 Nomor 
296); dan 

 

9. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 
Seri  D.1).  
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan :  PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN JABATAN     
PELAKSANA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG  

 
 BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kota Padang Panjang. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut 
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 

seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom. 

4. Walikota adalah Walikota Padang Panjang. 

5. Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut 
CPNSD adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota 

Padang Panjang yang diangkat sesuai ketentuan perundang-
undangan yang berlaku. 

6. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PNS  

adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di lingkungan 
Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang. 

7. Jabatan   Pelaksana   adalah   sekelompok   pegawai aparatur 
sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan 
pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan 

pembangunan. 



- 3 - 

 

8. Kualifikasi   Pendidikan   adalah   pendidikan   yang diperoleh 
melalui pendidikan formal. 

9. Tugas Jabatan adalah serangkaian kegiatan yang 
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak 

seorang pegawai dalam pelaksanaan pemerintahan dan 
pembangunan. 

10. Ikhtisar   Jabatan    atau    ringkasan   tugas  adalah   

ringkasan   dari   tugas  tugas yang disusun secara     
ringkas  dalam  bentuk   satu    kalimat  yang 
mencerminkan pokok-pokok tugas jabatan. 

11. Uraian  Tugas  adalah   suatu     paparan   tugas    
jabatan   yang    merupakan upaya  pokok pemangku  

jabatan   dalam memproses  bahan  kerja   menjadi 
hasil   kerja   menggunakan   perangkat  kerja   dalam  
kondisi  tertentu. 

12. Rumpun  jabatan   adalah  sekelompok jabatan   
yang   terdiri  dari   pegawai yang  memiliki 
karakteristik   sama   atau   tugas   yang   sejenis. 

 
Pasal  2 

 
(1) Jabatan Pelaksana PNS dikelompokkan dalam klasifikasi 

jabatan yang menunjukkan kesamaan karakteristik, 

mekanisme, dan pola kerja. 
(2) Kesamaan   karakteristik,   mekanisme   dan   pola   kerja 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam 
bentuk nomenklatur jabatan pelaksana. 

(3) Nomenklatur Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) didasarkan kepada kualifikasi pendidikan formal 
dan/atau profesi serta kompetensi sesuai kebutuhan 
organisasi. 

(4) Nomenklatur jabatan pelaksana sebagaimana tercantum pada 
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan 

dari Peraturan Walikota ini. 
 

BAB II 

TUJUAN, RUMPUN JABATAN DAN IKHTISAR JABATAN 
 

Bagian Kesatu 

Tujuan Jabatan Pelaksana 
 

Pasal 3 
 

Jabatan Pelaksana  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  2  

bertujuan untuk : 
a. memberikan  kejelasan  tugas  dan  fungsi  Pegawai  Negeri 

Sipil  dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsi eselon 

IV; 
b. memberikan kejelasan tugas dan fungsi Pegawai Negeri Sipil 

sesuai dengan latar belakang pendidikan. 
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Bagian Kedua 

Rumpun Jabatan Pelaksana 
 

Pasal 4 

 

Jabatan  Pelaksana  dapat  dirumpunkan  menjadi  4  (empat)  
rumpun, yaitu : 
a. Rumpun jabatan administrasi; 

b. Rumpun jabatan teknis; 
c. Rumpun jabatan operasional; dan  

d. Rumpun jabatan pelayanan. 
 

Bagian Ketiga 

Ikhtisar Jabatan dan Uraian Tugas 
 

Pasal  5 

 
Ikhtisar jabatan dan uraian tugas jabatan pelaksana 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 

Bagian Keempat 
Nomenklatur Jabatan Pelaksana 

 

Pasal 6 
 

Daftar Nomenklatur jabatan pelaksana sebagaimana tercantum 
pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisah 
dari Peraturan Walikota ini. 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kota Padang Panjang. 

                   

 Ditetapkan di Padang Panjang  

 Pada tanggal 28 Juli 2017 
 

           WALIKOTA PADANG PANJANG,

    
                                                                                                     dto 

 
                        HENDRI ARNIS 

Diundangkan di    Padang  Panjang 
pada tanggal 28 Juli 2017   
 

Plt. SEKRETARIS DAERAH      

KOTA PADANG PANJANG, 
     
                   dto 

 
        INDRA GUSNADY 

        
BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2017 NOMOR 22 
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